
Menim a g 

Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 66 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUGAS DAN FUNGSI 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melak sanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Daerah Nomor 7 Ta h un 2016 tentang Pembentu kan dan 
Su sunan Perangkat Da erah sebagaimana tela h diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 

mor 3 ahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas eraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 20 16 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah d a n Pasal 93 
Peraturan Bupa . Tasikrnalay Nomor 39 Tahun 2021 ten tang 

edudukan, Susunan Organisasi, Tugas da n Fung i Perangkat 
Daerah, perlu menetapkan Perat ran Bu pati Tasikmalaya 
ten tang Tu gas dan Fu n gsi Bada n Penanggulanga n Bencana 
Daera h ; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19 50 tentang 
Pembe t kan Daerah-Daerah Kabu pa ten Dalam Lingkungan 
Pr pin si Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950), sebagaima n a tela h diubah dengan Un dang

Undang Nom or 4 Tahu n 1968 tentang Pembentukan 

Kabupat n Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

Mengub h Un ang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Dae ah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Un dang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lem baran Negara 
Republik Indon esia Nom or 5887) sebagaiman te diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2 19 t ntang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nom r 18 
Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran egara 
Republik Indonesia Tahu n 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya No or 1 ahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentuka n Produk ukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasi aya Tahun 
20 16 Nomor 1); 

5 . Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nom r 3 Tahun 
20 16 tentang Urusan Pemerintahan y n g enjadi 
Kewenangan Pemerin ta h an Kabupa ten Tasikmalaya 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya T u 2016 
Nomor 3); 

6 . Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 20 16 tentang Pemben tukan dan Susu nan P rangkat 
Daera h (Lem baran Daerah Kabu paten a sikmalaya 
Tahu n 201 6 Nomor 7) sebagaim ana tela h diuba h beberapa 
kali, terakhir den gan Pera turan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 202 1 ten tan g Per bahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikm alaya Nomor 7 
Tah un 2 0 16 tentan g Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten Tasikmalaya Tahun 

2021 Nomor 3); 

7. Peraturan Bupati Ta sikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 
ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 39); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN 
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

3. Pernerintah Daerah adalah Bupati seb gai un sur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang m emimpin pelaksanaan urusan pemerintah a n yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ka upaten 
Tas'km laya. 

5. Ke ala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Da ah 
Kab p en Tasikmalaya. 

6. Kepala elaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan e cana 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

7. Kelom pok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang 
me1ak anakan tugas, tan ggung jawa b, wewenang dan hak yang did arkan 
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bers 'fa rna d ·r i. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Susunan Badan, terdiri atas: 
a. Kepala Pelaksana; 
b. Sekretariat , terdiri a ta s : 

1. Subbagian Program; 
2. Subbagian Keuangan; 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasa1 2 

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan: 

1. Seksi Pencegahan; 
2. Seksi Kesiapsiagaan. 

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan: 
1. Seksi Kedaruratan; 
2 . Seksi Logistik. 

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan: 
1. Seksi Rehabilitasi; 
2. Seksi Rekonstruksi. 

f. Ke1ompok Jabatan Fungsional. 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
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Bagian Kedua 
Rincian Tugas Unit dan Fungsi 

Paragraf 1 

Kepala Pelaksana 

Pasa13 

(1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai 
tugas memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan 
tugas pokok Badan secara terencana, terpadu dan menyelu ruh dalam 
penyelen ggara an pen anggulangan benca n a dan penanggulanga n ke bakaran 
meli ti tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca be can a serta 
u san kesekretariatan Badan. 

(2) Dal m m enyelengga rakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada aya t (1), 
Kepala elaksana menyelenggarakan fun gsi: 
a. Pe e pan rumusan kebija kan ren cana dan program penanggu ngan 

be cana dan kebakaran; 
b. Pe gawasan, pembinaan da n pengen dalian program kegia tan, pe gawasan 

teknis penanggulangan bencana dan kebakaran; 

c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan kom ando dalam penanganan ke e anaan 
dan pemadaman ke bakaran; 

d. Pengawasa n, monitoring, evaluasi dan pela oran pena nggu ang bencana 
dan kebakaran; 

e. Pelaksanaan koordina sif kerja sarna dan kemitraan dengan unit 
kerja f instansiflembaga ata u pihak ketiga di bidang penang langan 
bencana dan pem adam kebaka ran ; 

f. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain sesuai dengan t gas dan 
fungsinya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Pelaksana se agaimana 
dimaksud pada aya t (I) m em punyai rincian tugas m eliputi : 
a. Memimpin, m engawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan 

tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan 
penanggulangan kebaka ran; 

b . Menyelenggarakan perumusa n pedoma n dan kebijakan teknis dalam 
pembinaan dan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran; 

c . Menyelenggarakan penyusunan perencanaan program penanggulangan 
bencana dan penanggulangan kebakaran; 

d. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan standarisasi dan 
kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan 
penanggulangan kebakaran; 

e. Menyelengarakan pembinaan, pengawasan teknis, 
penetapan prosedur tetap penanganan bencana 
kebakaran; 

penyusunan dan 
dan penanganan 

f. Menyelenggarakan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan 
bencana dan peta rawan kebakaran; 

g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, 
dan pemadaman kebakaran; 
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h. Menyelanggarakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran; 

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan pengumpulan dan pendistribusian 
uangj barang; 

J. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran; 

k. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan; 
1. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait. 

Pasal4 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas 
membantu Kepala Pelaksana menyelenggarakan pelayanan administrasi, 
mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan 
yang meliputi penyusunan program, pengelolaan keuangan, administrasi 
umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan; 
b. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan; 
c. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; 
d. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; 
e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di lingkungan 

Badan;dan 
f. Pelaksanaan koordinasijkerja sarna dan kemitraan dengan unit 

kerjajinstansijlembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan 
kesekretariatan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; 
b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; 
c. Menyelenggarakan perumusan dalam penyusunan program kerja BPBD; 
d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan; 
e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan; 
f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
g. Menyelenggarakan penyusunan anggaran Badan; 
h. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan umum meliputi rumah tangga dan 

perlengkapan; 
1. Menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah dalam penyusunan anggaran; 
J . Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di 

lingkungan Badan; 
k. Menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian 

perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan; 
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1. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator 
kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja 
instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggung pertanggungjawaban 
dan laporan pelaksanaan pemerintah daerah; 

m. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi 

pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan 

pelaksanaan pemerintah daerah; 
n. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan 

kearsipan; 
o. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional; 

p. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh pegawru di 

lingkungan Badan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan; 

q. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; 
r. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan 

Badan;dan 
s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. SUbbagian Program; 
b. Subbagian Keuangan; 
c. SUbbagian Umum dan Kepegawaian. 

Pasal5 

(1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a 

mempunyal tugas menyusun dan menghimpun rencana kegiatan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan 
kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan konstruksi sebagai 
bahan program Badan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok SUbbagian Program sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program; 
b. Melaksanakan pengumpulan data dari masing-masing bidang sebagai 

bahan penyusunan program kerja Badan; 
c . Melaksanakan identifikasi, analisis dan penyusunan konsep laporan 

kegiatan Badan; 
d. Melaksanakan identifikasi, analisis pengkajian dan penyusunan program 

serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan; 

e. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis dan laporan Badan; 
f. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan dan 

belanja Badan serta laporan kegiatan tahunan; 
g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian 

Program; 
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasa16 

(1) SUbbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b 
mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan 
keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan; 
b. Melaksanakan penyusunan konsep rencana anggaran Badan sebagai bahan 

usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja; 
c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran Badan; 
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan 

dan belanja Badan; 
f. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Badan; 
g. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan; 
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian 

Keuangan; 

1. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
J. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa17 

(1) SUbbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, 
peralatan, perlengkapan, asset, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan 
administrasi kepegawaian di lingkungan Badan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan SUbbagian Umum dan 

Kepegawaian; 

b. Melaksanakan pengelolaan peralatan, perlengkapan dan asset; 
c. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan; 
d. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan keprotokolan ; 
e. Melaksanakan pengembangan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan; 
f. Melaksanakan penyampaian informasi dalam menggunakan tata naskah 

dinas, penataan kearsipan dan dokumentasi, serta perpustakaan di 

lingkungan Badan; 
g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penYlapan serta 

pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Badan; 
h. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana 

perlengkapan di lingkungan Badan; 
1. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

inventarisasi dan pemeliharaan serta usulan penghapusan perlengkapan 

Badan; 
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J. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan 
dan perbekalan; 

k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pe1aksanaan tugas Subbagian 
Umum dan Kepegawaian; 

1. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa18 

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan 

penyusunan bahan perumusan atau perencanaan kebijakan teknis dan 

pe1aksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana dalam 
penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran, serta 
penyelenggaraan pelayanan informasi rawan bencana. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menye1enggarakan fungsi: 

a. Penye1enggaraan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan; 

b. Penyelenggaraan pengawasan dalam upaya pembinaan, penyuluhan, 
diseminasi informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan 
dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran; 

c. Penyelenggaraan koordinasi dalam upaya peningkatan sistem dasar 
penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. 

(3) Dalam menye1enggarakan tugas pokok Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 
b. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi, analisis dan 

pengelolaan data pencegahan ben can a serta data pencegahan 

kebakaran; 

c. Menyelenggarakan pembinaan, penyuluhan, pemberdayaan, 
pengawasan dan pengendalian kepada masyarakat dalam upaya 
pencegahan penanggulangan bencana serta penanggulangan 
kebakaran; 

d. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis 
pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanggulangan 

kebakaran; 

e. Menyelenggarakan penyusunan pedoman persyaratan standar 
teknis penanggulangan bencana; 

f. Menyelenggarakan pembinaan teknis persyaratan analisis, 
pengurangan resiko bencana, penegakan rencana tata ruang dan 
diklat penanggulangan bencana serta penanggulangan 
kebakaran; 

g. Menyelenggarakan pencegahan keb akaran , dan pengendalian 

bahan berbahaya dan beracun kebakaran; 
h. Menye1enggarakan pe1atihan dan pengembangan kapasitas tim 

penanganan bencana dan pernadam kebakaran; 
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1. Menye1enggarakan pe1ayanan inforITlasi rawan bencana dan 
kebakaran; 

J. Menye1enggarakan penataan sisteITl dasar penanggu1angan 
bencana dan penanggu1angan kebakaran; 

k. Menye1enggarakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran; 
l. Me1aksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 
m. Menye1enggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

n. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 
tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 

(4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 
a. Seksi Pencegahan; 
b. Seksi Kesiapsiagaan. 

Pasa19 

(1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a 

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pencegahan, penyuluhan, 
pengolahan, identifikasi dan analisis resiko bencana. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pencegahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan; 

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan analisis serta 
identifikasi data dan informasi daerah rawan bencana, ancaman bencana, 
resiko dan dampak bencana; 

c. Melaksanakan penyusunan 
penanggulangan bencana; 

bahan persyaratan standar teknis 

d. Melaksanakan perencanaan pencegahan bencana melalui pengenalan, 

pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat 

dan pilihan tindakan pengurangan resiko bencana serta pembagian tugas, 
kewenangan dan sumber daya yang tersedia; 

e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pengenalan dan pemantauan 
resiko bencana, partisipasi penanggulangan bencana, pengembangan 

budaya sadar bencana, peningkatan komitmen dan penerapan upaya fisik, 

non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana; 

f. Melaksanakan identifikasi, pengenalan secara pasti, analisis dan 
melakukan telaah terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; 

g. Melaksanakan koordinasi pengkajianj analisis terhadap penguasaan dan 
pengelolaan sumber daya alam serta pemantauan penggunaan teknologi 
yang dapat berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; 

h. Melaksanakan ketahanan sosial masyarakat melalui edukasi risiko dan 

potesi bencana; 
1. Melaksanakan pemanatauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

tugas Seksi Pencegahan; 
J. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal10 

(1) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b 
mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana 
dalam situasi terdapat potensi teIjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, 
peringatan dini dan mitigasi bencanao 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyiapan bahan r ncana kerja Seksi Kesiapsiagaan; 
b. Melaksanakan penyusunan da ta akura t, informa si, dan pemutakhiran 

prosedu r tetap ta n ggap darurat bencana; 
c. ela sanakan penyusunan dan uji cob a rencana penan ggu angan 

kedaruratan bencana dan kebakara n; 
d. el sanakan pengorganisasian, pemasangan, pengujian dan penga asan 

si te peringatan dini; 
e . Mela sanakan penyediaan dan penyiapan peralatan perlindun ga dan 

kesiapsiagaan; 
f. Melaksanakan pengorganisasian, dan gladi tentang m ekanisme tanggap 

darurat; 
g. Melaksanakan penyus na dokum en rencana kontinje si; 
h. Melaksanakan pengamatan dan analisis h asi pengamatan gejala be cana; 
1. Mela ksanakan penyusunan bahan pengam bilan eputusan, 

penyebarluasan informa si tentang peringatan bencana dan pen gambilan 

tin akan oleh masyaraka ; 
J. Melaksanakan bimbingan, pendidikan dan pelatihan petugas /aparatur 

yang berka itan denga n penanggulangan bencan a; 
k. Melaksanakan koordinasi pena taan ruang, pen ga turan pembangunan, 

pemban gunan infrastruktur , tata bangunan, dan °ngkungan h id p; 
1. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan, pendidika n, da n pelatihan 

kesiapsiagaan bencana kepada m a s arakat; 
m. Melaksanakan pem ntauan, eva luasi dan pela poran pelaksanaan tugas 

Seksi Kesiapsiagaan ; 
n. Melaksanakan koordinasi dengan unit keIja terkait; da n 
o. Melaksanakan tugas ked ' nasan lainnya. 

Pasal 11 

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
d mempunyai tugas rnenyiapkan bahan perurnusan kebijakan teknis 
dan rnengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan 
bencana rneliputi pengkajian, penentuan status darurat bencana, 
penyelarnatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran, 
pengelolaan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelornpok 
rentan dan pernulihan sernentara prasarana dan sarana vital. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi : 
a. Penye1enggaraan kebijakan teknis penanganan darurat bencana 

dan kebakaran; 
b. Penye1enggaran pengawasan dan penge10laan sarana dan 

prasarana penanggulangan bencana dan pemadarn kebakaran; 
c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerj a sarna dengan pihak dan 

unit terkait dalarn penanganan darurat bencana serta 
pengend alian / pemadarnan kebakaran. 

(3) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok Bidang Kedaruratan dan Logistik 
seba aim ana dimaksud pada ayat (1 ) mempunyai rincian tugas meli u t" : 
a. M enyelenggarakan penyus u n an rencana kerja B i ang 

e d aruratan dan Logistik; 

b. enyelenggarakan pengumpu lan, p engolahan, penyusu an dan 
p n ganalisaan serta identifikasi data yang berkaitan d engan 
b encana dan kebakaran; 

c. M n y elenggarakan penyusun an b ahan kebijakan tek n is di 
bi ang penanganan bencana dan penanganan kebakaran; 

d. Menyelenggarakan pengkajian s ecara cepat d an tepat te hadap 

lokasi , kerusakan dan sumber daya; 
e. Men y elenggarakan p erumusan kebijakan penentu an status 

kea d a an darurat bencana; 
f. Men y elenggarakan p engendalian dan pema darnan kebakaran; 
g. Me y elenggarakan pencarian dan p enyelarnatan d arurat, 

pert o longan darura t d an evakuasi korban/masyaraka t terkena 
ben ana ; 

h. Meny e len ggarakan pen yus u nan k ebu tuhan d an p enyia pan sarana 
dan p rasarana penanganan b e ncana d an kebakaran; 

1. Menyelenggarakan inspeksi p eralatan proteksi kebakaran; 
J. Menyelen ggarakan pengelolaa n kebut uhan dasar s e m entara; 
k. Menyelenggarakan pemberian perlindungan terha dap kelompok 

rentan korban benc ana; 

1. Menye1enggarakan pemulihan sement ara dengan segera 

prasarana dan sarana vital; 
m . Menye1enggarakan pengerahan s umber daya manusia, peralatan 

dan logistik; 
n. Menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan serta 

pertangungjawaban uang dan/ atau barang; 
o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
p. Menye1enggarakan 

sektor /lembaga; 
komando untuk memerintahkan 

q. Menyelenggarakan pemantauan/pengawaan, evaluasi dan 
pelaporan penanggulangan bencana dan pemadarn kebakaran; 

r . Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
s. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanggulangan 

bencana; 
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(4) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. Seksi Kedaruratan; 
b . Seksi Logistik. 

Pasal12 

(1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a 
mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, pengerahan sumber daya 
dan peralatan, pemulihan semen tara prasarana dan sarana vital, 
penyelamatan dan evaku asi korban bencan a dan kebaka ran. 

(2) Dal m enyelenggarakan tugas pokok Seksi Kedaruratan sebagaimana 
di . aksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. el sanakan penyiapan bahan rencana kegiatan Seksi Kedaruratan; 
b. elaksanakan pencatatan, pengumpu lan, pengolahan, pen u nan, 

analis is dan identifikasi data m en genai penanggulangan benca a dan 
ke a aran; 

c . Me1aksanakan penyusunan bahan perumu san penetapan kebijakan teknis 
pen anggulangan bencana dan kebaka ran; 

d . Melaksanakan penyusunan ba han pene pan sta us keadaan darurat 
ben can a; 

e. Melaksanakan kajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi 
benca a , kerusakan prasarana dan sarana, jumlah orban, gangguan 
fun s i pelayan a n urn m dan pemerintahan serta kemam puan sum er daya; 

f. Mel ksanakan penger ahan sumb r daya manu sia dan peralata untuk 
pen n ggulan gan benca na dan ke bakaran; 

g. Me1aksana kan perbaikan semen ara dan atau men gganti kerusakan dengan 
sege a terh adap prasarana dan sara n a vital; 

h. Melak a n akan koman 0 u n tuk m emerintahkan sektor /lembaga ; 
1. Melaksanakan pen carian dan penyelamatan korban; 
J. Melaksana kan pertolongan darura t dan pen gelolaa n data pengungsi; 
k. Melaksanakan evakua si korban bencana dan kebakaran; 
1. Melaksanakan koordin asi dengan unit ker' a terkait; dan 

m. Me1aksanakan tugas kedinasan lainnya. 

a sal 13 

(1) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b 
mempunYaI tugas melaksanakan penylapan bahan pengelolaan data 
pengungsi, penempatan lokasi, pelayanan pengelolaan kebutuhan dasar dan 

pengendalian tempat penampungan/hunian sementara serta keperluan 
logistik dan peralatan penanggulangan bencana. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Logistik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a . Melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan Seksi Logistik; 
b. Melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, 

analisis dan identifikasi data pengungsi, penempatan lokasi yang aman; 
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c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis 
logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana; 

d. Me1aksanakan pelayanan pengelolaan kebutuhan dasar meliputi sandang, 
pangan dan kebutuhan air bersih; 

e. Melaksanakan pengendalian pelayanan kesehatan dan psikososial; 

f. Melaksanakan pengelolaan penampungan dan tempat hunian sementara; 
g. Melaksanakan penyedian logistik penyelamatan dan peralatan lainnya; 
h. Melaksanakan pengerahan logistik dan peralatan penanggulangan bencana; 
1. Melaksanakan sistem manajemen logistik, gudang dan peralatan; 
J. Melaksanakan pengelolaan kebutu h an dan m enjalin kem itraa n dalam 

u ya optimalisasi jaringan logistik dan peralatan; 

k. Me aksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang da n tau 
bar g; 

1. el sanakan komando untuk m em erintahkan sektorflembaga; 
m. M laksanakan pem antauan, evalua si dan pela poran hasil pela k anaan 

tugas Seksi Logistik; 
n. Melaksanaka n koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pa al 14 

(1) Bidang eh a bilitasi dan Rekons truksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf e mempunyai tugas m ny' pkan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan en goordin a sikan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruk i pasca 
benca a , perh itungan dampak pasca bencana serta investigasi kejadian 
kebaka ran. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok Bidang Rehabilitasi da n Rekonstruksi 
sebagaim ana dimaksu d pada ayat (1 menyelenggaraka n fungsi : 
a. Penyelenggaraa n kebija kan teknis d i bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, 

serta inves tigasi kejadian kebakaran; 
b. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan dalam upaya rehabilitasi dan 

rekonstruksi ser ta investigasi kejadian kebakaran; 
c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sam a dalam rangka palaksanaan 

rehabilitasi dan rekonstruk si pasca bencana da n investigasi kejadian 
kebakaran. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menye1enggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi; 
b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan analisis 

serta identifikasi data rehabilitasi dan rekonstruksi; 
c. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan 

teknis rehabilitasi dan rekonstruksi; 
d. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan 

rehabilitasi dan rekonstruksi; 
e. Menye1enggarakan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum; 
f. Menye1enggarakan pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah 

masyarakat pasca bencana dan kebakaran; 
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g. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan darurat dan pemulihan sosial 
psikologis; 

h . Menyelenggarakan investigasi kejadian kebakaran; 
1. Menyelenggarakan rekonsiliasi dan resolusi konflik; 

j. Menyelenggarakan pemulihan keamanan, ketertiban, sosial, ekonomi dan 
budaya; 

k. Menyelenggarakan pemulihan fungsi-fungsi pelayanan publik dan 
pemerintahan; 

1. Menyelenggarakan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga 
kaitannya dalam upaya rehabilitasi da n rekon struksi pasea beneana dan 
ke akaran; 

m. e aksanakan pengadaan bara ng/jasa sesual dengan pera ran 
e ndang-undangan; 

n. en elenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 
tu a s Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan 

o. Me y lenggarakan koordinasi denga n unit kerja terkait. 

(4) Bidang ehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri at s: 

a. Seksi Rehabilitasi; dan 
b. Se i Rek onstruksi. 

Pasal 15 

(1) Seksi R habilitas i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a 
mempunyai tu gas m elaksanakan rehabilitasi pasea bene ana meliputi 

perbai a lingkungan daera h beneana, prasarana dan sarana umum, 
pemulih an fu ngsi pelayana n publik dan pemerintah an, pemulih an sosial, 
ekono ., dan bu daya yang terdampak benea a. 

(2) Dalam m nyelenggarakan tu gas pokok Seksi Rehabilitasi sebagaimana 
dimaksu pada ayat (1 ) m empunyai rin cian tugas meliputi: 
a. Melaksana kan penyiapan bahan rencana kerj a Seksi R habilitasi; 
b. Melaksanakan pen gum pulan, pen go ahan , penyusun an , analisis dan 

identifikasi data reh abilitasi; 
c. Melaksanakan penyusun an bahan perumusa n penetapan kebijakan teknis 

di bidang rehabilitasi beneana; 
d. Melaksanakan verifikasi dan validasi data penerima bantuan perbaikan 

rumah masyarakat; 
e . Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebutuhan pemulihan 

psikososial pasca bencana; 
f. Melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan 

sarana umum; 
g. Melaksanakan pemberian bantuan stimulan terdampak beneana; 
h . Melaksanakan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya; 
1. Melaksanakan koordinasi pemulihan so sial psikologis; 
J. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

tugas Seksi Rehabilitasi; 
k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal16 

(1) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b 
mempunyai tugas melaksanakan rekonstruksi pasca bencana meliputi 
perhitungan dampak pasca bencana, koordinasi pembangunan kembali 
prasarana dan sarana dan peningkatan kondisi dan fungsi pelayanan publik, 
sosial, ekonomi dan budaya. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Rekonstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyiapan bahan ren cana kerja Seksi Rekonstruksi; 
b. Melaksa akan pengumpulan, pengolahan, inventa risasi, iden tifikasi, 

erifikasi dan validasi data rekonstruksi; 
c. elaksanakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis 

r kon struksi bencana alam; 
d. Melaksanakan perhitungan kerusakan dan kerugian dampak bencana ; 
e. Melak anakan koordinasi pembangunan kembali prasarana dan sarana; 
f. Melaksanakan koordinasi pembangunan kembali sarana sosial ma yarakat; 
g. Mel k ~anakan pembangkitan kembali kehidupan sosial udaya 

ma yarakat ; 
h. Mela k s n akan penerapan ran cang bangun yang tepat dan pen ggunaan 

perala tan yang Ie bih baik dan taha n bencana; 
1. Melaksanakan opt imalisa si partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi 

kemasyarakat, dunia u saha, dan m a yarakat; 
J. Mel· ksanakan peningka tan kondis i sosial, ekonomi dan bu daya; 
k. Mel k sanakan penin gkatan fungsi pelayanan publik dan pen in gkatan 

pelayanan utama dalam m asya rakat; 
1. Melaksana kan pemantauan, eva lua si dan pelapora n hasil pelaksanaan 

tugas Sek si Rekon struksi; 
m. Melaksan a kan koordina si dengan unit kerja terkait; da n 
n. Melaksan akan tu ga s kedinasan lain nya. 

Paragraf 3 
Kelompok Jabatan Fu ngsion al 

Pasal 17 

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf f berdasarkan bidang keahlian danl atau keterampilan tertentu serta 

bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai 
kewenangannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati. 

(3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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Paragraf 4 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal 18 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BABIlI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal19 

Pada saat m ulai berlakunya Pera tu ran Bupat i ln l, peja bat yan g ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapka nnya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bu pati Ta sikmalaya 
Nomor 13 Tahu n 2012 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkunga n Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dica but dan 

dinyataka n tidak berlaku. 

Pasal 21 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap oran g mengetahuinya, m emerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini denga n penem patannya dala m Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Agustus 2021 

MAD ZEN 
/ 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tan ggal 27 Agu stus 2021 

KMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 66 


